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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ekonomi syariah telah berkembang demikian fenomenalnya di 

Indonesia. Hal ini bisa dilihat kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam 

ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Dengan 

potensi yang dimiliki, Indonesia dapat berpeluang menjadi platform pusat 

ekonomi syariah di Asia, bahkan dunia. Sejak Indonesia menghadapi krisis 

moneter pada tahun 1997, ekonomi Islam telah menemukan momentumnya 

sebagai alternatif sistem ekonomi dunia. Dalam keadaan krisis seperti itu 

perbankan syariah tetap mampu bertahan dari terpaan krisis keuangan global, 

karena perbankan syariah tidak berbasis dengan bunga. Setelah keberadaan 

Bank Muamalat yang cukup prospektif perekonomian nasional kemudian 

disusul oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya seperti BPRS, 

maupun lembaga keuangan mikro syariah.
1
  

Lembaga Keuangan Syariah adalah bagian terpenting dalam 

pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat dan negara tidak bisa 

mengabaikan keberadaan Lembaga ini. Negara yang maju dapat dilihat dari 

kemajuan dari bangsa itu sendiri dalam berbagai bidang kemajuan terutama 

bidang perekonomian. Maka Lembaga Keuangan menjadi bagian terpenting 

dalam memajukan pembangunan ekonomi oleh karena itu masyarakat sangat 

membutuhkan Lembaga Keuangan Syariah ini. 

                                                     
1Rozalinda, Ekonomi Islam, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm.2-3 
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Dengan berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah yang ada 

di Indonesia sangat cepat dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas 

beragama islam, oleh karena itu perbankan syariah banyak diminati 

masyarakat banyak dan ingin melakukan simpanan maupun pembiayaan pada 

lembaga keuangan yang bebas dari bunga atau riba. 

Dengan perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat, banyak 

lembaga keuangan lainnya yang mendirikan instansi keuangan yang 

berprinsip syariah. Hal ini ditandai dengan adanya BMT syariah dan koperasi 

syariah yang memang bertujuan untuk masyarakat kelas menengah kebawah.
 

BMT merupakan balai usaha mandiri yang terpadu yang beroperasi dengan 

prinsip syariah dan kegiatannya mengembangkan usaha dan produktif dan 

investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha menengah dan 

kecil dengan maksud atau bertujuan mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan ekonominya. 
2
 

Jadi BMT adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip 

ekonomi islam yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dan 

pembiayaan modal usaha mikro tanpa menggunakan bunga atau riba. 

Keberadaan BMT diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat 

menengah kebawah untuk peminjaman modal usaha kecil atau investasi dana, 

BMT juga memiliki sistem dan prosedur yang harus dipenuhi untuk investasi 

dana dan peminjaman modal, akan tetapi sistem dan prosedur yang diterapkan 

BMT tidak serumit sistem dan prosedur di perbankan, hal ini terjadi karena 

                                                     
2Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Fajar Mandiri), hlm 

47 
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BMT didirikan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar lebih 

mudah untuk melakukan investasi dana dan pinjaman modal usaha.  

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank merupakan salah satu LKBB 

yang di tata keberadaannya melalui undang-undang, KJKS punya usaha inti 

dan yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari 

masyarakat berbentuk jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan 

bagian khusus masyaraka pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi 

klasifikasi menengah kecil.
3
 

Pada awalnya lembaga keuangan non bank adalah milik pribadi. 

Sebagian diantaranya ada melakukan usaha umum yang sedang yang lainnya 

mungkin terspesialisasi di sektor tertentu, misalnya: pembangunan, 

perumahan, pertanian, industri, perdagangan, dll. Pandangan umum untuk 

semua lembaga ini adalah bahwa sebagian modal pemegang saham, sebagian 

modal pemegang saham, sebagian dari bank komersial, dan sebagian non 

bank bertindak sebagai perusahaan investasi dan menggunakan dana yang 

diterima untuk memperoleh modal dalam bisnis dan mengembangkan  

pinjaman  murabahah.  

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi 

penghimpunan dan penyaluran dana anggota, salah satunya dengan 

menggunakan pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam jual beli 

ini, pembeli harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan 

                                                     
3Iqbal Alfannur, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murābaḥah di 

Bmt Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo”, dalam 

http://eprints.ums.ac.id/55993/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf  

http://eprints.ums.ac.id/55993/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
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menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan 

menjelaskannya kepada pembeli. Nasabah umumnya menggunakan akad 

murabahah (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan 

murabahah dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Adapun risiko utama 

dari produk pembiayaan murabahah ini adalah risiko pembiayaan (creditrisk) 

yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default. Selain itu, risiko pasar juga 

dapat terjadi jika pembiayaan diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari 

pergerakan nilai tukar. Oleh karena itu kesadaran akan memahami risiko 

dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk 

mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya 

manajamen risiko yang akhir-akhir ini semakin terdepan didunia bisnis, di 

dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
4
 

Diharapakan dengan adanya risiko tertentu merupakan satu hal yang 

harus dihadapi namun lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko 

dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. 

Manajemen risiko tersebut diterapkan untuk menjaga agar aktivitas 

operasional BMT tidak mengalami kerugian yang lebih dari kemmapuan 

BMT untuk menyerap kerugian tersebut atau mencelakai kesehatan dan 

kelangsungan BMT. Kebijakan pengendalian risiko bagi BMT yaitu salah 

satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-

masing kegiatan. 

 

                                                     
4
Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 

2000), hlm. 59-60 
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BMT dalam menyalurkan dananya harus mempertimbangkan kualitas 

pembiayaan seperti analisis keuangan anggota, karakter anggota, kemampuan 

produksi, siklus usaha dan jaminan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

risiko pembiayaan. Karena BMT dalam melakukan pemberian pembiayan 

sangat rentan mengalami kerugian yang dikarenakan oleh pembiayaan-

pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu 

faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak perbankan 

dalam hal ini adalah BMT itu sendiri. Artinya dalam melakukan analisisnya, 

pihak analisis pembiayaan kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi 

tidak diprediksi sebelumnya dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak 

analisis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara subjektif. Selain itu, salah satu faktor lainnya adalah dari 

faktor nasabahnya, salah satu contoh faktor pembiayaan bermasalah dari 

nasabah adalah turunnya kondisi usaha nasabah yang menyebabkan 

bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri, 

adanya itikad kurang baik dari nasabah pembiayaan dengan menunda-nunda 

pembayarannya padahal dalam keadaan mampu, banyaknya berhutang di 

tempat lain, dan nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya. Jika 

pembiayaan telah mengalami penunggakan, maka pembiayaan tersebut bisa 

disimpulkan sebagai pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah. 

Pembiayaan ini harus segera ditangani supaya tidak menimbulkan kerugian 

pada pihak BMT.  

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena strategi pengawasan dan 

penanganan yang kurang baik, lembaga keuangan harus bisa menerapkan 
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pengawasan terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan, jadi pihak 

lembaga keuangan yakni Account Officer harus mempunyai strategi agar 

pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dengan lancar dan menekan 

risiko yang mungkin muncul dalam pengembalian pembiayaan. Pengawasan 

adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai, yang 

berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan.5  

Kks BMT Hidayah Madani Trenggalek yang beralamat di Desa 

Ngadirejo, Pogalan, Trenggalek dan Kspps Mandiri Perkasa Sejahtera yang 

beralamat di Tasikmadu, Watulimo, Trenggalek adalah salah satu lembaga 

keuangan Islam yang berjalan sesuai peraturan perkoperasian syariah simpan 

pinjam yang memanfaatkan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa 

tabungan, dan dana yang berasal dari pihak ketiga. Kemudian menyalurkan 

dana kemasyarakat melalui pembiayaan. Berdirinya Kks BMT Hidayah 

Madani Trenggalek dan Kspps Mandiri Perkasa Sejahtera bertujuan untuk 

membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

tersebut. 

Tetapi dalam menyalurkan dananya tentu harus mempertimbangkan 

kualitas pembiayaan seperti struktur modal, karakter mitra, analisis keuangan 

mitra, kemampuan produksi, siklus usaha, dan jaminan. Hal ini dikarenakan 

untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan. Risiko tersebut terjadi 

karena anggota tidak sanggup membayar hutangnya pada waktu yang telah 

                                                     
5Wangsawidjaja, A. Pembiayaan Bank Syariah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 

hlm. 89 
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ditentukan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur risiko 

pembiayaan adalah Non Performing Financing (NPF), rasio ini mengukur 

bank atau BMT dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi.  

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, tingkat NPF 

tidak boleh melebihi angka 5%. Sedangkan 4 tahun terakhir ini jumlah 

pembiayaan bermasalah pada Kks Bmt Hidayah Madani Trenggalek 

khususnya pada tahun 2021 melebihi ketentuan yang dikeluarkan Bank 

Indonesia dan Kspps Mandiri Perkasa Sejahtera Trenggalek juga mengalami 

peningkatan pada tahun 2021 meskipun tidak melebihi ketentuan Bank 

Indonesia. Maka dibutuhkan strategi yang baik untuk kedua BMT tersebut 

untuk menangani pembiayaan bermasalah di kedua BMT.  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan NPF Di KKS BMT Hidayah Madani Pogalan Trenggalek 

dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Watulimo Trenggalek 
 

No. Tahun 
KKS BMT Hidayah 

Madani 

KSPPS Mandiri 

Perkasa 

1 2018 2,72% 1,31% 

2 2019 2,59% 0,89% 

3 2020 3,49% 1,20% 

4 2021 4,37%      2,10% 

 

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah 

pada Kks Bmt Hidayah Madani dan Kspps Mandiri Perkasa Sejahtera 

Trenggalek selama kurun waktu 2018-2021 mengalami penurunan maupun 

kenaikan. Kenaikan tersebut diakibatkan beberapa faktor yang terjadi di 

kedua BMT tersebut dan perlunya strategi dalam penanganan pembiayaan 

bermasalah. Terbukti ditahun 2021 kedua BMT tersebut mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan peningkatan ini mengakibatkan 
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berpengaruhnya profitabilitas BMT, jika pihak lembaga belum maksimal 

dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah maka bisa mengganggu 

kinerja dan kesehatan BMT itu sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

strategi penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan 

murabahah dan dari beberapa pertimbangan maka penulis memilih Kks BMT 

Hidayah Madani dan Kspps Mandiri Perkasa Sejahtera sebagai tempat untuk 

melaksanakan penelitian ini.  

Alasan menggunakan BMT tersebut di karenakan penulis menemukan 

beberapa hal mengenai pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan 

murabahah yang di sebabkan beberapa hal apalagi pada tahun 2021 kedua 

BMT mengalami peningkatan dalam pembiayaan bermasalahnya. Penulis 

sangat tertarik untuk mempelajari sejauh mana Kks BMT Hidayah Madani 

dan Kspps Mandiri Perkasa Sejahtera melakukan kelapangan dan 

penangguhan terhadap anggota dalam melunasi pembiayaannya dan strategi 

apa yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Karena 

untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan islam 

khususnya BMT, perlu adanya strategi dan penanganan yang baik. Sehingga 

penulis mengambil judul ”Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di KKS BMT 

Hidayah Madani Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera 

Trenggalek”.  
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahannya meliputi: 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah di KKS 

BMT Hidayah Madani Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa 

Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Trenggalek 

dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo 

Trenggalek? 

3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Trenggalek dan 

KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulomo Trenggalek?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adanya penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan 

murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Trenggalek dan KSPPS 

Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Trenggalek dan 

KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek. 

3. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Trenggalek dan 

KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek. 
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D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batsan-batasan pada 

penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok 

permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini berfokus menganalisa pelaksanaan pembiayaan murabahah 

dan strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KKS BMT 

Hidayah Madani Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera 

Tasikmadu Watulimo Trenggalek. 

2. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah BMT yang berada 

di wilayah Trenggalek yaitu KKS BMT Hidayah Madani Trenggalek dan 

KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Trenggalek. 

 

E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang 

berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut di antara 

lainnya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan 

informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran dalam 

hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

perbankan, diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga 

keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Kks 

BMT Hidayah Madani Pogalan Trenggalek dan Kspps Mandiri 

Perkasa Sejahtera Watulimo Trenggalek dan lembaga keuangan 

syariah yang lain. 

b. Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah dapat memberikan undang-undang 

yang tegas menyangkut tentang pembiayaan bermasalah oleh karena 

itu bisa meminimalisir resiko yang terjadi dikarenakan kelalaian atau 

kesengajaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian 

yang selanjutnya. 

 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang 

permasalahan yang diteliti. Penegasan istilah untuk bahan penafsiran terhadap 

judul penelitian. 

1. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 
6
 

                                                     
6
Umar, Husein, Strategic Managemen in Action. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2001). 
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2. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang 

sedang dialami. 

3. Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat terjadinya faktor kesengajaan yang bersifat internal 

atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.  

4. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang 

ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual 

memberitahu terlebih dulu harga perolehan kepada pembeli.
7
 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam memahmi yang akan disusun 

nantinya,maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika 

pembahasan. Yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian Awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar 

lampiran, halaman abstrak. 

2. Bagian Inti, terdiri dari:  

Bab I pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, sistematika penulisan.  

Bab II kajian pustaka, meliputi: kajian fokus pertama, hasil 

                                                     
7
E-jurnal Managemen dan Bisnis,vol. 1, No. 1, Oktober 2016 
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penelitian terdahulu.  

Bab III Metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, 

temuan, dan tahap-tahappenelitian.  

Bab IV hasil penelitian, meliputi: paparan data dan temuan 

penelitian.  

Bab V pembahasan, meliputi: Mekanisme penanganan pembiayaan 

murabahah pada KKS BMT Hidayah Madani dan KSPPS Mandiri 

Perkasa Sejahtera Watulimo Trenggalek, Faktor-faktor penyebab 

pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah, strategi 

penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan 

murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Pogalan Trenggalek dan 

KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Watulimo Trenggalek.  

Bab VI penutup, meliputi kesimpulan dan saran  

3. Bagian Akhir terdiri dari: Daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup.  


